
BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023-2037;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

l
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Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI 
BARAT TAHUN 2023-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten 
Kutai Barat.

5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Barat 
yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama bagi 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan 
kepariwisataan di tingkat kabupaten, berisi kebijakan, strategi, dan 
program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk 
mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan 
yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, 
industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan 
kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 
Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu
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atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik 
Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta 
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 
Kepariwisataan.

11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling 
terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan Wisata wan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan, menyampaikan produk Pariwisata, dan 
mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan 
Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

13. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta 
jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya 
manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara 
berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian 
tujuan di bidang Kepariwisataan.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan Wisatawan.

15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus 
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, 
keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi 
Pariwisata.

16. Prasarana Umum adalah kelengkapan fisik suatu lingkungan yang 
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan 
berfungsi sebagaimana mestinya.

17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan 
yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas 
kehidupan keseharian.

18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 
jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan 
Pariwisata.

19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat 
KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau 
memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang 
mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti 
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 
keamanan.

20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan 
area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen 
Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk 
Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan 
dan keunggulan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab Tahun 2023-2037.
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(2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan 

pembangunan;
b. dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana 

pembangunan jangka menengah sektor Pariwisata dan rencana 
strategis perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan

c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 
pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(3) Ripparkab ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan
Kepariwisataan Daerah, mencakup:
a. koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata 

Daerah, baik koordinasi antar sektor maupun antar pihak yang 
terlibat;

b. integrasi dan sinergitas pembangunan pariwisata dengan 
pembangunan Daerah secara menyeluruh, konsisten, dan menerus;

c. pemanfaatan keragaman, keaslian, dan kekuatan adat istiadat 
budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah maupun potensi daya 
tarik wisata alam sebagai produk pariwisata unggulan Daerah;

d. pemeliharaan dan pengemasan produk pariwisata, baik daya tarik 
wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan Prasarana Umum 
pendukung pariwisata, untuk meningkatkan daya saing Destinasi 
Pariwisata Daerah secara berkelanjutan;

e. pemahaman, dukungan, dan keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan kepariwisataan Daerah;

f. integrasi transportasi angkutan udara, jalan raya, dan sungai untuk 
meningkatkan aksesibilitas menuju dan di dalam Daerah; dan

g. sinergitas pemasaran dan promosi pariwisata Daerah sesuai tema 
dan sasaran pasar Wisatawan yang berkualitas

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2023-2037 meliputi wilayah administratif
Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Destinasi
Pariwisata disekitarnya dan Provinsi.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan
Ripparkab.

(2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 4 (empat)
aspek pembangunan Kepariwisataan, meliputi yaitu:
a. Destinasi Pariwisata;
b. Industri Pariwisata;
c. Pemasaran Pariwisata; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan.

(3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. prinsip;
b. visi;
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c. misi;
d. tujuan;
e. sasaran;
f. kebijakan; dan
g. strategi.

Bagian Kedua 
Prinsip

Pasal 5

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi pembangunan:
a. Pariwisata yang terintegrasi;
b. Kepariwisataan berbasis masyarakat; dan
c. Kepariwisataan berkelanjutan.

Bagian Ketiga 
Visi

Pasal 6

Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu terwujudnya Daerah sebagai destinasi 
ekowisata budaya yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat 
secara berkelanjutan.

Bagian Keempat 
Misi

Pasal 7

Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan destinasi ekowisata budaya yang berkualitas, untuk 

mendorong upaya pelestarian adat, budaya, dan lingkungan alam, yang 
terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan wilayah Daerah;

b. membangun dan mengembangkan struktur Industri Pariwisata Daerah 
yang berbasis kemitraan, beridentitas lokal, kredibel, dan berwawasan 
lingkungan;

c. membangun dan mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang 
bertanggung jawab, terpadu, antar sektor dan antar wilayah untuk 
membentuk citra Daerah sebagai destinasi ekowisata budaya; dan

d. membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan kepariwisataan 
yang terpadu, melalui dukungan SDM yang kompeten, regulasi yang 
efisien dan efektif, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang 
menerus.

Bagian Kelima 
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:
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a. terwujudnya destinasi ekowisata budaya dan edurekreasi berciri khas 
Daerah, yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah pembangunan 
Daerah;

b. terwujudnya produk ekowisata budaya yang memadukan 
keberagaman, keaslian, dan kekuatan adat istiadat suku asli dan suku 
lainnya di Daerah sebagai produk Pariwisata unggulan, serta 
edurekreasi alam, budaya, dan buatan sebagai produk Pariwisata 
pendukung, sesuai aturan, norma agama dan nilai kearifan lokal;

c. meningkatnya ketersediaan, keterpaduan, dan kualitas pelayanan 
transportasi, fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum serta Prasarana 
Umum pendukung Pariwisata sesuai standar yang berlaku7 dan 
terintegrasi dengan perencanaan wilayah Daerah;

d. meningkatnya pemahaman, dukungan, dan keterlibatan masyarakat 
dalam berbagai aspek pembangunan Kepariwisataan Daerah;

e. meningkatnya investasi sektor Pariwisata di Daerah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi Daerah menuju kesejahteraan masyarakat;

f. terwujudnya struktur Industri Pariwisata Daerah melalui pembinaan, 
pendampingan, pengembangan, dan kemitraan antar Usaha Pariwisata, 
serta pengembangan jejaring dengan Industri Pariwisata regional dan 
nasional;

g. terwujudnya Industri Pariwisata Daerah yang terpercaya dan dapat 
diandalkan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, 
berwawasan lingkungan dan mematuhi hukum dan norma agama serta 
budaya;

h. terwujudnya sistem Pemasaran Pariwisata Daerah yang terpadu 
dengan Destinasi Pariwisata di Provinsi dan nasional, untuk dapat 
menjaring pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara yang lebih 
berkualitas;

i. terwujudnya citra Pariwisata Daerah sebagai destinasi ekowisata 
budaya dan edurekreasi yang berciri khas melalui pengembangan 
sistem Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dan menjunjung 
tinggi nilai budaya secara berkelanjutan;

j. terwujudnya sumber daya manusia Pariwisata yang berkualitas dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber 
daya Wisata Daerah; dan

k. terwujudnya sistem kelembagaan Kepariwisataan Daerah yang sinergis, 
efektif dan profesional, untuk mendorong peningkatan peran dan 
kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber 
daya Wisata Daerah.

Bagian Keenam 
Sasaran

Pasal 9

(1) Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e yaitu:
a. meningkatnya jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan 

Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara; dan
b. meningkatnya lama tinggal Wisatawan mancanegara dan 

Wisatawan nusantara.
(2) Indikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

K eb ijakan  pem ban gu n an  D estinasi Pariw isa ta  m eliputi;
a. m em bangu n  dan m engem ban gkan  struk tu r perw ilayahan  

Pariw isa ta  D aerah  m ela lu i pem bangu n an  pusat pe layanan  
Pariw isa ta  p rim er dan seku nder u n tu k  m elayan i kebu tu han  
Wisatawan m aupun  m asyarakat serta  pen ingkatan  konek tiv itas 
D estinasi Pariw isa ta  D a e ra h ;

b. m enetapkan  KSPK  dan K PPK  yan g  terin tegras i dengan  
pem bangu n an  w ilayah  D aerah  kese lu ru han ;

c. m em bangu n  dan m engem ban gkan  potensi D aya Tarik  W isata  
bu daya  suku asli dan suku la in n ya  di Daerah serta  W isata  
a lam  khas D aerah  sebagai D aya  Tarik  W isata  unggu lan , 
seka ligus sebagai u paya  u n tu k  m elestarikan  adat istiadat 
dan bu daya  serta  lin gku ngan  a lam  D aerah  secara  
berkelan ju tan ;

d. m engem ban gkan  W isata  edukasi b ertem a  dan W isa ta  k rea tif 
berbasis  bu daya  dan a lam  sebagai D aya Tarik  W isata  
pendu ku ng yan g  dapat m enam bah  w aw asan  pengetah uan  
bagi Wisatawan dan m asyarakat;

e. m en in gkatkan  keterpadu an  dan pe layanan  sistem  
transportas i angku tan  ja la n  raya, udara , dan sunga i yan g  
am an, nyam an , dan dapat d ianda lkan  u n tu k  m enu ju  dan 
dari D estinasi Pariw isa ta  D a e ra h  , serta  m en jangkau  D aya 
Tarik  W isa ta  u nggu lan  m au pu n  D aya  Tarik  W isata  
pendu ku ng di D aerah ;

f. m em bangu n  dan m engem ban gkan  Fasilitas Pariw isata  berciri 
khas yan g  berbasis  m asyarakat, berdaya  sa ing dan 
berw aw asan  lingkungan ;

g. m em bangu n  dan m engem ban gkan  Fasilitas Umum danPrasarana 
Umum pen du ku n g Pariw isata , sesuai standar kebu tu han  dan 
m utu  pe layanan , yan g  terin tegras i dengan  pem bangu n an  
w ilayah  D aerah  serta  m em perhatikan  daya  dukung 
lin gku ngan  dan m itigasi bencana;

h. m en in gkatkan  kapasitas  dan pem berdayaan  m asyarakat 
D aerah  di berbaga i b idan g K epariw isataan , m ela lu i 
sosia lisasi, pe latihan , dan pendam pin gan  yan g  te ru s -  
m enerus;

i. m en in gkatkan  keterliba tan  m asyarakat dalam  kegiatan  
K epariw isa taan  dengan  m em perhatikan  potensi dan 
kapasitasn ya  m asing-m asing; dan

j. m enyiapkan  regu las i in vestasi dan sistem  perizinan  terpadu  
u n tu k  m en arik  m inat in vestor da lam  pem bangu n an  
K epariw isataan  D aerah .
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Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata 

Pasal 11

(1) S trateg i u n tu k  m em bangu n  dan  m engem ban gkan  struktu r 
perw ilayahan  Pariw isa ta  D aerah  m ela lu i pem bangun an  pu sat 
pe layanan  Pariw isa ta  p rim er dan seku nder sebaga im ana  
d im aksud  dalam  Pasa l 10 h u ru f a, m eliputi:
a. mengembangkan pusat pelayanan primer Pariwisata D aerah  yan g  

berfu ngsi sebagai pu sa t penyed iaan  Fasilitas Pariw isa ta  dan 
Fasilitas Umum berstan dar nasiona l dan in ternasional, p in tu  
gerbang u tam a Wisatawan, serta  pu sat penyebaran  keg iatan  
W isata  ke se lu ruh  w ilayah  D a e ra h ; dan

b. m engem ban gkan  pu sat pe layanan  seku nder Pariw isa ta  
D aerah  yan g  berfu ngsi sebagai pu sat pertu m bu han  
Pariw isata , p in tu  gerban g m asu k  Wisatawan, dan pusat 
penyebaran  keg ia tan  W isata  dan Wisatawan di w ilayah  
bagian  selatan.

(2) S trateg i u n tu k  m enetapkan  K SPK  dan K PPK  yan g  terin tegras i 
dengan  pem bangu n an  w ilayah  D aerah  sebaga im ana 
d im aksud  dalam  Pasal 10 h u ru f b, m elipu ti:
a. m enetapkan perw ilayahan Pariw isata Daerah yang bertem a 

Pariw isata budaya;
b. m em bangu n  dan m engem ban gkan  K SPK  Pariw isata  budaya;
c. m em bangu n  dan m engem ban gkan  K SPK  perkotaan ;
d. m em bangu n  dan m engem ban gkan  K PPK  Pariw isata  alam ; 

dan
e. m em bangu n  dan m engem ban gkan  K PPK  Pariw isata  budaya.

(3) S trateg i u n tu k  m em bangu n  dan m engem ban gkan  potensi 
D aya  Tarik  W isata  bu daya  suku  asli dan suku  la in n ya  di 
Daerah serta  w isa ta  a lam  kh as D aerah  sebaga im ana  d im aksud 
dalam  Pasa l 10 h u ru f c, m elipu ti:
a. m engem ban gkan  produ k  Pariw isa ta  bu daya  dan alam  

sebagai D aya  Tarik  W isata  u nggu lan  u n tu k  m enarik  
ku n ju ngan  Wisatawan, m en in gkatkan  lam a tingga l dan 
pen gelu aran  Wisatawan serta  m em berikan  m an faat bagi 
m asyarakat dan pe lesta rian  bangu nan  bern ila i sejarah  dan 
bu daya  di D aerah ; dan

b. m engem ban gkan  desa  W isa ta  bu daya  kera jinan  yan g  
d ipadukan  dengan  rum  ah adat dan bangu nan  la in n ya  khas 
suku asli dan suku la in n ya  di Daerah.

(4) S trateg i u n tu k  m engem ban gkan  W isata  edukasi bertem a  dan 
W isa ta  k rea tif berbasis  bu daya  dan alam  sebaga im ana 
d im aksud  dalam  Pasal 10 h u ru f d, m eliputi:
a. m engem ban gkan  p rodu k  W isa ta  edurekreasi bu daya  suku 

asli dan suku lainnya di Daerah dan W isata  m inat khusus yan g  
berbasis a lam , dan  buatan  secara  berkelan ju tan  sebagai 
D aya  T a rik  W isata  u n tu k  m em berikan  w aw asan  
pengetah u an  bagi Wisatawan, dan  m em berikan  m an faat 
ekonom i bagi m asyarakat serta  u n tu k  m en jaga  ke lestarian  
lingkungan ;

b. m encegah , m elindungi, dan m ereh ab ilitas i kerusakan
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potensi su m ber daya  W isa ta  m ela lu i penyadaran  dan 
peran  a k tif m asyarakat, pendam pin gan , penyiapan  
perangkat a tu ran  dan pe laksan aan n ya  serta  kerjasam a 
dengan  pen ge lo la  kaw asan ; dan

c. m encegah , m elindungi, dan m ereh ab ilitas i kerusakan  
po tensi su m ber daya  W isa ta  m ela lu i penyadaran  dan 
peran  a k tif m asyarakat, pendam pin gan , penyiapan  
peran gkat a tu ran  dan pe laksan aan n ya  serta  kerja  sam a 
dengan  pen ge lo la  kaw asan.

(5) S trategi u n tu k  m en in gkatkan  keterpadu an  dan pe layanan  
sistem  transportas i angku tan  ja la n  raya, udara, dan sungai 
sebaga im ana  d im aksud dalam  Pasal 10 h u ru f e, m eliputi:
a. m en in gkatkan  akses ib ilitas  eksterna l dari dan m enu ju  

su m ber pasar Wisatawan D aerah ;
b. m en in gkatkan  aksesib ilitas in terna l yan g  m enghu bungkan  

an tar D aya  Tarik  W isata  u nggu lan  dan pen du ku n g di 
D aerah ; dan

c. m engem ban gkan  sistem  angku tan  um um  antar m oda  yan g  
terpadu , am an, nyam an , dan dapat d iandalkan  u n tu k  
m elayan i kebu tu han  Wisatawan dan m asyarakat D aerah .

(6) S trategi u n tu k  m em bangu n  dan m engem ban gkan  Fasilitas 
Pariw isa ta  berc iri khas sebaga im an a  d im aksud da lam  Pasal 
10 h u ru f f  ya itu  m en in gkatkan  ketersed iaan  dan ku a litas 
lay  an an Fasilitas Pariw isa ta  yan g  berciri khas D aerah  , ram  ah 
lin gku ngan  dan m am pu  m em en u h i kebu tu han  Wisatawan.

(7) S trategi u n tu k  m em bangu n  dan m engem ban gkan  Fasilitas 
Umum dan Prasarana Umum pendu ku ng Pariw isata  
sebaga im ana  d im aksud da lam  Pasal 10 h u ru f g, m eliputi:
a. m en in gkatkan  ketersed iaan  Fasilitas Umum pendu ku ng 

Pariw isa ta  yan g  berciri khas D aerah  yan g  tersebarT sesuai 
kebu tu han  dengan  m em pertim ban gkan  daya  du ku ng 
lingkungan ;

b. m en in gkatkan  ketersed iaan  dan pelayanan  Prasarana Umum 
pen du ku n g Pariw isa ta  sesuai standar kebu tu han  yan g  
sudah d itetapkan , dengan  tetap  m em pertim bangkan  daya 
du ku ng lingku ngan ; dan

c. m engem ban gkan  sistem  m itigasi bencana  yan g  
m elibatkan  se luruh  pem angku  kepen tingan  Pariw isata  
D a e ra h .

(8) S trategi u n tu k  m en in gkatkan  kapasitas  dan pem berdayaan  
m asyarakat D aerah  di berbaga i b idan g K epariw isataan  
sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasal 10 h u ru f h, ya itu  
m en in gkatkan  pem aham an  dan ku a litas m asyarakat lokal 
da lam  pem bangu n an  K epariw isa taan  Daerah .

(9) S trategi u n tu k  m en in gkatkan  keterliba tan  m asyarakat dalam  
keg ia tan  K epariw isataan  sebaga im an a  d im aksud dalam  Pasal 
10 h u ru f i ya itu  m en doron g  m asyarakat u n tu k  
m engem ban gkan  po tensi su m ber daya W isata  di 
lin gku n gan n ya  dengan  berm itra  bersam a  Pem erin tah  D aerah  
atau  kam pung.

(10) S trategi u n tu k  m enyiapkan  regu las i in vestasi dan sistem  
periz inan  terpadu  sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasa l 10 
h u ru f j ,  m elipu ti:
a. m engem ban gkan  forum  kom u n ikasi investasi Pariw isa ta
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dalam  ran gka  prom osi dan pengem bangan  kem itraan  
investasi da lam  pem ban gu n an  dan pengelo laan  D aya Tarik  
W isata , Fas ilitas Pariw isata , Fas ilitas Um um , dan Prasarana  
U m um ;

b. m em bangu n  sistem  investasi dan perizinan  Pariw isata  
berbasis  tekn olog i in form asi dan kom u n ikas i;

c. m encip takan  ik lim  investasi yan g  k on du s if m ela lu i 
penyu su nan  regu las i in vestas i terpadu  yan g  m udah , cepat, 
transparan , aku n tabel, dan berp ih ak  pada  m asyarakat; dan

d. m enetapkan  regu las i in vestasi dan sistem  perizinan  terpadu  
m ela lu i Peratu ran  Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA 

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata 

Pasal 12

K eb ijakan  pem bangu n an  Indu stri Pariw isata , m eliputi:
a. m em bangu n  dan m engem ban gkan  struktu r Industri 

Pariw isa ta  yan g  berp ih ak  pada  Indu stri Pariw isa ta  lokal 
sesu ai dengan  atu ran , norm a, dan n ila i kearifan  lokal u n tu k  
m en doron g  pertu m bu han  ekonom i m asyarakat D aerah ;

b. m em bangu n  dan m engem ban gkan  U saha  Pariw isa ta  lokal 
yan g  berk inerja  tinggi m ela lu i pengem bangan , d ivers ifikasi 
u saha, dan pen gu atan  je ja r in g  dan kem itraan  an tara  
u sah a  m ikro, kecil, m enengah  dengan  Industri Pariw isata  
dan indu stri la in n ya  yan g  terkait; dan

c. m em bangu n  dan m en in gkatkan  kom peten s i dan  daya  sa ing 
Industri Pariw isa ta  D aerah  m ela lu i sertifikas i dan pem enu han  
standar m utu  dan pelayanan .

B agian  K edu a
S trateg i Pem bangu n an  Indu stri Pariw isata

Pasal 13

(1) S trateg i u n tu k  m em bangu n  dan m engem ban gkan  struktu r 
Industri Pariw isa ta  yan g  berp ih ak  pada  Industri Pariw isata  
loka l sebaga im ana  d im aksud dalam  Pasal 12 h u ru f a, 
m eliputi:
a. m engem ban gkan  kerja  sam a an tara  Pem erin tah  D aerah  

dengan  du n ia  u sah a  u n tu k  m em ben tu k  U saha Pariw isata ;
b. m em bangu n  kesadaran  k o lek tif pe laku  U saha Pariw isata  

terhadap  n ila i bu daya  m asyarakat D aerah ;
c. m em bangu n  kesadaran  k o lek tif pe laku  U saha Pariw isata  

terhadap  pen gem ban gan  tan ggu n g  jaw ab  terhadap  
lin gku ngan  a lam , sosial, dan budaya;

d. m em bangu n  regu las i u n tu k  m en doron g  tanggu ng ja w a b  
Indu stri Pariw isa ta  terhadap  lin gku ngan  alam , sosia l, dan 
budaya; dan
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e. m engem ban gkan  m ekan ism e in sen tif bagi Industri 
Pariw isa ta  yan g  telah  m enu n ju kkan  kon tribusi s ign ifikan  
terhadap  perlindu ngan  dan pengem bangan  lingku ngan  

alam , sosia l, dan budaya.
(2) S trategi u n tu k  m em bangu n  dan m engem ban gkan  U saha 

Pariw isa ta  lokal yan g  berk in erja  tinggi sebaga im ana  
d im aksud  d a lam P asa l 12 h u ru f b, m elipu ti:
a. m engem ban gkan  koord inasi lin tas sektor yan g  in ten s if 

dan berkes in am bu n gan  dalam  ran gka  m em bangu n  u saha  
m ikro, kecil, dan m enengah  yan g  m am pu  m em enuh i 
kebu tu han  Indu stri Pariw isata ;

b. m en in gkatkan  pem b inaan  terhadap  u sah a  m ikro, kecil, dan 
m enengah  dalam  ran gka  m em berikan  n ila itam b ah  terhadap  
produ k  dan u sah a  yan g  d ija lankan ;

c. m en doron g  terw u ju dn ya  kom u n ikas i yan g  harm on is an tara  
U saha  Pariw isa ta  dengan  u sah a  m ikro, kecil, dan 
m enengah  yan g  m endu ku ng Pariw isata ;

d. m en doron g terw u ju dn ya  kem itraan  berjangka  pan jang, 
sa ling m em perku at, dan sa ling  m engu n tu n gkan  an tara  
U saha Pariw isa ta  dengan  u sah a  m ikro, kecil, dan  m enengah  
m ela lu i program  fasilitas i dan pem binaan ; dan

e. m en doron g terw u ju dn ya  kem itraan  an tara  Industri 
Pariw isa ta  D aerah  dengan  Indu stri Pariw isa ta  nasion a l dan 
in ternasion a l da lam  ran gka  perluasan  pasar Wisatawan.

(3) S trateg i u n tu k  m em bangu n  dan m en in gkatkan  kom petensi 
dan daya  sa ing Indu stri Pariw isa ta  D aerah  sebaga im ana  
d im aksu d  dalam  Pasal 12 h u ru f c, m eliputi:
a .  m em bangu n  kesadaran  k o lek tif pe laku  U saha Pariw isata  

terhadap  pen tin gn ya  penda fta ran  periz inan  berusaha;
b .  m en doron g  penerapan  standar U saha  Pariw isa ta  pada  

U saha  Pariw isa ta  di D aerah ; dan
c. m em bangu n  kesadaran  k o lek tif pe laku  U saha Pariw isata  

terhadap  pen tingnya  penerapan  standar kebers ihan , 
kesehatan , kese lam atan , dan ke lestarian  lingku ngan , 
ba ik  standar nasiona l m au pu n  standar in ternasion a l di 
b idan gK epariw isa taan .

BAB VI
PEM BANGUNAN PEM ASARAN PARIW ISATA 

B agian  Kesatu
K eb ijakan  Pem bangu n an  Pem asaran  Pariw isata

Pasa l 14

Keb ijakan  pem bangu n an  Pem asaran  Pariw isata , m eliputi:
a. pen gem ban gan  pasar W isataw an  berku alitas ;
b. p engem bangan  kom u n ikas i Pemasaran Pariwisata berdasarkan  

keun ggu lan  tem atik  w ilayah  dan sasaran  segm en  pasar 
Wisatawan sesuai hasil ana lis is  pasar Pariw isata  D aerah ;

c. m en in gkatkan  kerja  sam a prom osi an tardaerah , dan/atau  
kerja  sam a dengan  daerah  yan g  m em ilik i kesam aan  dengan  
tem a produ k  Pariw isa ta  D aerah ; dan

d. pengem bangan  sistem  pem asaran  yan g  m em berikan
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pengetah u an  dan pem aham an  kepada  Wisatawan ten tan g 
po tensi dan tem a produ k  Pariw isa ta  Daerah.

B agian  K edua
S trateg i Pem bangun an  Pem asaran  Pariw isata

Pasal 15

(1) S trateg i u n tu k  pengem bangan  pasar Wisatawan berkualitas, 
sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f a, m eliputi:
a. m engem ban gkan  basis da ta  dan penelitian  pasar Wisatawan 

D aerah  yan g  berkes inam bu ngan ;
b. m engem ban gkan  pasar Wisatawan nu san tara  segm en 

keluarga, pe la ja r/m ahasisw a , serta  Wisatawan dengan  
tu ju an  b isn is, pertem uan , perja lanan  insentif, konvensi, 
dan pam eran , sebagai pasar u tam a  Wisatawan nusantara , 
serta  pengem bangan  pasar Wisatawan nu san tara  segm en 
W isata  m inat khusus ekow isata , sejarah, dan bu daya  
berdasarkan  penelitian  pasar yan g  berkes inam bu ngan ;

c. m engem ban gkan  pasar Wisatawan m an can egara  segm en 
m inat kh u su s budaya, ekow isa ta  serta  segm en kelu arga  
dan b isn is  sebagai pasar u tam a  Wisatawan m ancanegara ; 
dan

d. m engem ban gkan  kem itraan  pem asaran  dengan  D aerah  dan 
negara  su m ber pasar Wisatawan.

(2) S trateg i u n tu k  pengem bangan  kom u n ikas i Pemasaran Pariwisata 
sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasa l 14 h u ru f b, m elipu ti:
a. m engem ban gkan  c itra  Pariw isa ta  yan g  m em perku at 

iden titas D aerah  sebagai destinasi pariw isa ta  ekow isa ta  
bu daya  suku asli dan suku lainnya di Daerah dengan  
m em an faatkan  teknolog i in form asi sesuai dengan  segm en 
pasar Wisatawan yan g  akan ditu ju ; dan

b. m engem ban gkan  keg ia tan  prom osi Pariw isata  u n tu k  
m engena lkan  keu n ggu lan  in ternasion a l dan nasion a l yan g  
d im ilik i D aerah  kepada  Wisatawan nu san tara  dan 
m ancanegara.

(3) S tra teg i u n tu k  m en in gkatkan  kerja  sam a prom osi an tar 
daerah , dan/atau  kerja  sam a dengan  daerah  yan g  m em ilik i 
kesam aan  dengan  tem a produ k  Pariw isa ta  D aerah , 
sebaga im ana  d im aksud dalam  Pasal 14 h u ru f c, ya itu  
m engem ban gkan  Pemasaran Pariwisata terpadu  D aerah  dan 
sek itarnya  sebagai D estinasi Pariw isa ta  ekow isa ta  bu daya  
suku asli dan suku lainnya di Daerah y a n gb erd a ya  sa ing m ela lu i 
penelitian  pasar dan program  prom osi bersam a.

(4) S trateg i u n tu k  pengem bangan  sistem  pem asaran  yan g  
m em berikan  pengetah u an  dan pem aham an  kepada  
Wisatawan sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f d, 
ya itu  m engem ban gkan  sistem  in form asi Pariw isata  terpadu  
dan in terak tif berbasis  tekn olog i in form asi dan kom u n ikasi 
yan g  m em u dahkan  Wisatawan u n tu k  m endapatkan  in form asi 
dan m em en u h i kebu tu han  berw isa ta  di Daerah.

BAB  VII
PE M B A N G U N AN  K E LE M B A G A AN  K E PA R IW ISA TA A N
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B agian  Kesatu
K eb ijakan  Pem bangu n an  K elem bagaan  K epariw isataan

Pasal 16

Keb ijakan  pem bangu n an  ke lem bagaan  K epariw isataan ,
m eliputi:
a. m em bangu n  sistem  pengem bangan  sum ber daya  m an u sia  

Pariw isa ta  D aerah  di berbaga i b idan g dan tin gkatanT yan g  
m am pu  m en doron g  pen ingkatan  kapasitas su m ber daya  
m an u s ia  yan g  berdaya  saing;

b. m engem ban gkan  struk tu r pem erin tahan  dan organ isasi 
K epariw isataan  pen du ku n g d iserta i keb ijakan  serta  regu las i 
yan g  konsisten  u n tu k  m engem ban gkan  dan m engenda likan  
pem ban gu n an  K epariw isataan  D aerah ; dan

c. m em bangu n  dan m en in gkatkan  peran  m au pu n  kerja  sam a 
an tara  ke lem bagaan  pem erin tah  dengan  pem angku  
kepen tin gan  Pariw isa ta  la innya.

B agian  K edua
Strategi Pem bangu n an  K e lem bagaan  K epariw isataan

Pasal 17

(1) S trategi u n tu k  m em bangu n  sistem  pengem bangan  sum ber 
daya  m an u sia  Pariw isa ta  D aerah  d iberbaga i b idang dan 
tin gkatan  sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasal 16 h u ru f a, 
m eliputi:
a. m engem ban gkan  pend id ikan  form al dan in form al berbasis 

kom petensi di b idan g kepariw isa taan  u n tu k  m em bangu n  
sum ber daya  m an u s ia  yan g  m am pu  m em enuh i kebu tu han  
Indu stri Pariw isata ; dan

b. m engem ban gkan  pela tihan  dan sertifikasi kom petens i di 
b idan g K epariw isa taan  secara  berkes inam bu ngan  bagi 
su m ber daya  m an u sia  pada  U saha  Pariw isasta ; dan

c. m engem ban gkan  sistem  pem berian  penghargaan  kepada  
m asyarakat, serta  su m ber daya  m an u sia  pada u sah a  dan 
lin gku ngan  pem erin tahan  yan g  m elaku kan  inovasi di 
b idan g K epariw isataan .

(2) S trategi u n tu k  m engem ban gkan  struk tu r pem erin tahan  dan 
organ isasi K epariw isataan  pen du ku n g sebaga im ana  
d im aksu d  dalam  Pasal 16 h u ru f b, ya itu  m engu atkan  
struk tu r dan k in erja  ke lem bagaan  pem erin tahan  yan g  terka it 
K epariw isataan .

(3) S trategi u n tu k  m em bangu n  dan m en in gkatkan  peran 
m au pu n  kerja  sam a an tara  ke lem bagaan  pem erin tah  dengan 
pem angku  kepen tin gan  Pariw isa ta  la innya  sebaga im ana 
d im aksu d  dalam  Pasal 16 h u ru f c, ya itu  m engem ban gkan  
foru m  kom u n ikas i dan koord in asi pem erin tah , du n ia  usaha, 
m asyarakat, akadem isi, dan m ed ia  da lam  ran gka  m em bangu n  
keterpadu an  program  perencanaan , pe laksanaan , dan 
pengen da lian  pem bangu n an  K epariw isataan .



-14-

BAB V III
PERW ILAYAHAN PARIW ISATA DAERAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 18

Perw ilayahan  Pariw isa ta  D aerah , m elipu ti:
a. struktu r perw ilayahan  Pariw isata ;
b. KPPK ; dan
c. KSPK.

B agian  K e d u a
S truktu r Perw ilayahan  Pariw isata  

Pasal 19

(1) S truk tu r perw ilayahan  Pariw isa ta  sebagaim ana d im aksud 
da lam  Pasal 18 h u ru f a, m elipu ti pu sa t pelayanan :
a. p rim er Pariw isata ; dan
b .  seku nder Pariw isata.

(2) Fungsi pu sa t pe layanan  p rim er Pariw isata  sebaga im ana  
d im aksu d  pada  ayat (1) h u ru f a ,m elipu ti:
a. pu sat penyed iaan  Fasilitas Pariw isa ta  dan Fasilitas Umum 

skala  nasion a l dan in ternasiona l;
b. p in tu  gerbang m asu k  u tam a  W isataw an  Daerah ;
c. pu sat penyebaran  keg ia tan  W isata; dan
d. penyebaran  W isataw an  ke se lu ruh  bagian  w ilayah D aerah .

(3) Fungsi pu sat pe layanan  seku nder Pariw isa ta  sebaga im ana 
d im aksu d  pada  ayat (1) h u ru f b, m eliputi:
a. pu sat pertu m bu han  Pariw isa ta  di bag ian  w ilayah  selatan  

Daerah ;
b. p in tu  gerban g  m asuk  W isataw an  di bagian  w ilayah  selatan  

D aerah ; dan
c. pu sa t penyebaran  keg ia tan  W isa ta  dan W isataw an  di K SPK  

dan  K PPK  bagian  selatan.
(4) S truktu r perw ilayahan  Pariw isa ta  sebaga im ana d im aksud 

pada  ayat (1) d itetapkan  dengan  K epu tu san  Bupati.

B agian  K e t ig a  

KPPK

Pasal 20

(1) K PPK  sebaga im ana  d im aksud  da lam  Pasal 18 h u ru f b 
d iten tu kan  dengan  kriteria :
a .  m eru pakan  lokasi keberadaan  po tensi Pariw isata  yan g  

m eru pakan  keu n ggu lan  dan kekhasan  D aerah , ya itu  
D aya  Tarik  W isa ta  berbasis  kean ekaragam an  hayati, 
sejarah, dan budaya;

b .  b eberapa  D aya  Tarik  W isa ta  sudah m en jad i tu juan
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ku n ju ngan  W isataw an  n u san tara  dan m ancanegara ; dan
c. p en gem ban gan n ya  dapat m enggerakkan  perekonom ian  

lokal dan m enyebarkan perkem ban gan  Pariw isa ta  ke 
kaw asan  d isek itarnya.

(2) A rahan  pengem bangan  K PPK  m elipu ti tem a pengem bangan  
Pariw isata :
a .  p e tu a lan gan a lam ; dan
b . w arisan  budaya.

(3) Sasaran  pengem bangan  K PPK  m elipu ti sasaran  
pengem bangan  kaw asan  berupa:
a. terw u ju dn ya  produ k  Pariw isa ta  yan g  m em adu kan  u paya  

perlindu ngan  dan pem an faa taan  w arisan  bu daya  berupa  
cagar budaya, trad is i m asyarakat, bahasa, dan sejarah  
sebagai p rodu k  Pariw isa ta  edukatif; dan

b. terw u ju dn ya  p rodu k  Pariw isa ta  yan g  m em adu kan  u paya
perlindu ngan  dan pem an faa taan  kean ekaragam an
hayati, budaya, dan sejarah  bern ila i pen ting  dengan  
m enerapkan  konsep  ekow isa ta  berstan dar in ternasional.

(4) Jen is  w isa ta  pendu ku ng K PPK  m elipu ti:
a. jen is  W isata  pendu ku ng W isa ta  petu a langan  dan W isata  

m inat khusus o lah raga  sungai; dan
b. jen is  W isata  pen du ku n g W isa ta  k rea tif dan W isata  

budaya.
(5) K PPK  sebaga im ana d im aksud pada  ayat (1) d itetapkan  

dengan  K epu tu san  Bupati.

B agian  K eem p a t 

KSPK 

Pasal 21

(1) K SPK  sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasal 18 h u ru f c 

d iten tu kan  dengan  kriteria :

a. m eru pakan  KPPK;
b. m eru pakan  kaw asan  yan g  m em ilik i peran  strateg is dalam  

m en jaga  fu ngsi dan daya  du ku ng lingku ngan  D aerah  dan 
w ilayah  sek itarnya;

c. m eru pakan  kaw asan  yan g  m em ilik i peran  strateg is dalam  
m em berikan  perlindu ngan  terhadap  w arisan  bu daya  
D aerah ; dan

d. p en gem ban gan n ya  akan  m em perku at iden titas dan daya 
sa ing Pariw isa ta  Daerah.

(2) A rahan  pengem bangan  K SPK  m elipu ti tem a pengem bangan :
a. ekow isa ta  budaya; dan
b . Pariw isa ta  rek rea tif dan edukatif.

(3) Sasaran  pengem bangan  KSPK meliputi sasaran  pengem bangan  
kaw asan  berupa:
a. terw u ju dn ya  produ k  Pariw isa ta  yan g  m em adu kan  u paya  

perlindu ngan  dan pem an faataan  w arisan  bu daya  suku 

asli dan suku la in n ya  di Daerah beru pa  cagar budaya, 

trad is i m asyarakat, bahasa, dan sejarah, serta
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m em berikan  perlindu ngan  terhadap  kean ekaragam an  

hayati bern ila i penting; dan

b. terw u ju dn ya  kaw asan  Pariw isa ta  yan g  m em adukan  

D aya Tarik  W isata  rek rea tif dan ed u k a tif sebagai 

D estinasi Pariw isa ta  u nggu lan  D aerah  yan g  m am pu  

m enyebarkan  perkem ban gan  Pariw isa ta  di w ilayah .

(4) Jenis Wisata unggulan KSPK meliputi:
a. W isa ta  budaya; dan
b. W isa ta  rek rea tif dan edukatif.

(5) Jen is  W isata  pen du ku n g K S PK  m eliputi:
a. W isa ta  alam  rek rea tif dan edukatif, W isa ta  petu a langan , 

dan geow isata ; dan
b. jen is  W isata  pendu kung, ya itu  W isata  kriya  k rea tif dan 

ku liner.
(6) K SPK  sebaga im an ad im aksu d  pada  ayat (1) d itetapkan  dengan  

K epu tu san  Bupati.

Pasal 22

Peta rencana perwilayahan Pariw isata Daerah tercantum  dalam 
Lam piran II yan g  m eru pakan  bagian  tidak  terp isahkan  dari 
Peratu ran  D aerah  ini.

BAB  IX
PE LA K SA N AA N  D AN  PE N G E N D ALIA N

B agian  Kesatu  
Pe laksanaan

Pasal 23

(1) Pe laksanaan  R ipparkab  d iw u judkan  m ela lu i ind ikasi program  
dan keg ia tan  pem bangu n an  K epariw isataan  D aerah , ba ik  
beru pa  program  dan keg ia tan  Pem erin tah  D aerah , p ihak  
sw asta, m au pu n  m asyarakat.

(2) K eten tuan  m engena i ind ikasi program  dan keg iatan  
pem bangu n an  K epariw isa taan  D aerah  sebaga im ana  d im aksud 
pada  ayat (l)te rca n tu m  dalam  Lam piran  III yan g  m eru pakan  
bagian  tidak  terp isahkan  dari Peratu ran  D aerah  ini.

B ag ian  Kedua 
Pengenda lian

Pasal 24

(1) Pengen da lian  pe laksanaan  R ipparkab  d ise lenggarakan  
m ela lu i pem antauan , evaluasi, dan pelaporan .

(2) Pengen da lian  sebaga im ana  d im aksu d  pada  ayat (1) d ilakukan  
oleh  tim .

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
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a. perangkat Daerah;
b. Akademisi;
c. Pengusaha;
d. Komunitas; dan
e. media.

BAB X
PEMBIAYAAN 

Pasal 25

Pem biayaan  dalam  pelaksanaan  P e ra tu ra n  D a e ra h  in i 

bersu m ber dari:

a. anggaran  pendapatan  dan  be lan ja  D aerah ; dan/atau
b. su m ber la in n ya  yan g  sah dan tidak  m engikat sesuai dengan  

keten tu an  peratu ran  perundang-undan gan .

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26

(1) D alam  hal terjad i b encana  a lam  skala  besar dan/atau  
perubah an  batas w ilayah  D aerah  Tahu n  2023-2037, 
R ipparkab  dapat d itin jau  da lam  ku ru n  w ak tu  5 (lim a) tahun.

(2) H asil pen in jauan  sebaga im ana  d im aksud  pada  ay at (1) dapat 
m enghasilkan  rekom endas i berupa;
a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
b. R ipparkab  perlu  d ilaku kan  perubahan .

Pasal 27

Peratu ran  D aerah  ini m u la i berlaku  pada  tangga l d iundangkan .

A ga r setiap orang  m engetahu inya , m em erin tahkan  
pengu ndangan  Peratu ran  D aerah  in i dengan  pen em patan n ya  
dalam  Lem baran  D aerah  Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar 
pada tanggal 21 Juli 2023

NAM A JABATAN PAR AF
/. A

H. E dyan to Arkan, S.E W ak il Bupati

V , n
Dr. Ayon ius, S.Pd., M .M . Sekda

l /
Drs. R akhm at, M .S i Ass. II si &
Dr. Yuyun  D iah Setiorin i, 
S .STP., SH ., M .Si

Ka. D inas 
Pariw isata (

Adrianus Jon i, S.H., M .M . Kabag H ukum

Sum arto, SH. K oord ina tor P3U 3□

BUPATI KUTAI BARAT,
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Diundangkan di Sendawar 
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

^WTONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH : (64.02/VII/26/1/2023)



-19-

P E N J E L A S A N  

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2023 

T E N T A N G

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023-2037

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, 
terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 8, mengamanatkan bahwa 
pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab), yang 
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendorong pemerataan 
kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 
serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 
global. Ripparkab menjadi pedoman utama membangun keterpaduan langkah 
berbagai sektor dal am mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan 
tersebut.

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan 
sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya unggulan Indonesia. Kabupaten 
ini dikenal memiliki keindahan alam yang memesona dan keaneka ragaman seni 
budaya serta tradisi yang memikat. Hal ini terkait dengan kondisi fisik 
geomorfologis wilayah dan keberagaman 16 suku khususnya Suku Suku Asli 
yang ada di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan mayoritas di Kutai Barat 
dengan tradisi seni budayanya menjadi daya tarik wisata budaya yang potensial 
untuk dikembangkan. Posisi Kabupaten Kutai Barat yang berbatasan langsung 
dengan Kawasan IKN akan mempengaruhi corak dan arah pembangunan pada 
kawasan ini. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus senantiasa 
sear ah dan selaras dengan arah pembangunan IKN agar Kutai Barat dapat 
menempatkan diri dalam posisi strategis sebagai daerah penyangga IKN di masa 
depan. Salah satu peluangnya adalah kedekatan dengan sumber pasar 
wisatawanya itu penduduk kawasan IKN dengan karakteristik yang sangat 
beragam yang berasal dari berbagai masyarakat dunia. Perencanaan yang 
matang, komprehensif, dan integrative dengan seluruh sektor dan wilayah 
sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten Kutai Barat.

Ripparkab memberikan arahan kebijakan dan strategi empat pilar 
pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku 
kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan 
kepariwisataan. Pilar pembangunan kepariwisataan tersebut mencakup aspek 
destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dam 
kelembagaan kepariwisataan.

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Barat yang 
mengarahkan pada upaya perwuju dan Kutai Barat sebagai destinasi ekowisata 
budaya yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi pembangunan 
daerah secara keseluruhan. Namun demikian, pengembangan pariwisata daerah 
pun perlu dikendalikan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi 
dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pembangunan
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kepariwisataan yang dianut perlu menjadi acuan sebagai rambu-rambu untuk 
memfokuskan tujuan yang ingin dicapai serta sebagai unsure pengendali 
pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang 
berlaku di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pariwisata terintegrasi” 
adalah perencanaan pembangunan Kepariwisataan yang 
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah 
keseluruhan, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan pariwisata berbasis 
masyarakat” adalah pembangunan Pariwisata yang 
menempatkan masyarakat sebagai subjek/ujung tombak, 
pelaku, pengelola, pengawas pembangunan kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pariwisata 
berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi 
kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi 
kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka yang mencoba mempertemukan aspek 
pembangunan ekonomi, sosial dengan konservasi lingkungan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “destinasi ekowisata budaya” adalah 
Destinasi Pariwisata yang memadukan potensi keragaman, 
keaslian, dan kekuatan adat istiadat suku suku asli yang ada di 
Daerah dan suku lainnya, maupun potensi daya tarik wisata alam 
khas Daerah sebagai produk Pariwisata unggulan dengan tetap 
menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

H u ru f b
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Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemasaran yang bertanggung jawab” 
adalah Pemasaran Pariwisata yang bertujuan:

1. mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan 
konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan 
kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, 
sosial, dan budaya; dan

2. membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga 
meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak 
pemeliharaan lingkungan untuk produk Pariwisata yang 
dikembangkan suatu destinasi.

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Pariwisata terpadu” adalah 
Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan secara bersama-sama 
dengan memadukan kekhasan citra Pariwisata masing-masing 
destinasi yang saling melengkapi terwujudnya satu kesatuan 
Destinasi Pariwisata berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Edurekreasi” adalah bentuk kegiatan 
rekreasi yang berorientasi pada edukasi atau bersifat 
memberikan pengalaman pembelajaran dan pengetahuan bagi 
pengunjung atau Wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

H u ru f j
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Cukup jelas.

Hurufk

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Wisata edukasi bertema” adalah 
bentuk kegiatan Wisata pendidikan yang dikemas secara 
tematik, bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman 
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Wisatawan 
sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman 
Daya Tarik Wisata.

Yang dimaksud dengan “Wisata kreatif berbasis budaya dan 
alam” adalah bentuk kegiatan dari konsep Pariwisata kreatif 
yang diterapkan pada Daya Tarik Wisata budaya atau pun alam, 
bertujuan memberikan pengalaman dan peluang kepada 
Wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi 
kreatif Wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi 
aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata unggulan” adalah 
daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/ utama 
pengembangan kawasan Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata pendukung” adalah 
daya tarik yang mendukung pembangunan tema 
sekunder/pendukung pengembangan kawasan Pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

H u ru f j
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Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 

Ay at (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenia pengembangan” adalah jenis 
Pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan 
kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2


